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Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses penyelesaian wanprestasi 
dengan jaminan hak tanggungan dan menjelaskan hambatan yang dialami oleh 
PT. Bank Danamon Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan dalam proses penyelesaian 
wanprestasi dengan jaminan Hak Tanggungan dan cara penyelesaiannya. Metode 
penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, sumber data terdiri dari data 
primer yaitu wawancara, sedangkan data sekunder yaitu Undang-undang, dan 
Buku-buku ilmiah. Metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa proses penyelesaian wanprestasi dengan jaminan Hak 
Tanggungan yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif, surat 
peringatan dan surat somasi. Adapun hambatan yang dialami oleh PT. Bank 
Danamon Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan adalah hambatan yuridis dan non 
yuridis, cara penyelesaiannya yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 
terhadap berkas-berkas dan dokumen debitur. 




The purpose of this study is to describe the process of tort settlement with 
warranty deed and explain the constraintssuffered by Bank Danamon Tbk. DSP 
Company Branch Tanjungpandan in the settlement processes with warranty deed 
and the way to resolve it.The research method uses empiric juridical approach, 
data sources consist of interview as primary data whereas statutes and scientific 
books as the secondary data.The data analysis method is qualitativedescriptive. 
The results showed that the settlement processes with warranty deed by exercising 
preventive and repressive measures, a warning letter and the letter of summons as 
measurements. Juridical and non juridical are the constraintssuffered by Bank 
Danamon Tbk. DSP Company Branch Tanjungpandan, the settlement is by 
exercising periodic examination of the files and documents of the debtor. 








Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang 
mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur 
berkewajibkan mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan 
nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang 
ditetapkan dalam perjanjian kredit. Untuk menjamin pembayaran kembali 
hutang yang telah diberikan maka pihak bank mensyaratkan agar nasabah 
menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda 
tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak bank untuk 
mendapat pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila 
nasabah tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan atau 
dengan kata lain nasabah lalai.
1
  
Proses perjanjian kredit tersebut memerlukan jaminan. Salah satu jenis 
jaminan kredit paling disukai oleh lembaga keuangan adalah jaminan 
kebendaan. Jaminan kebendaan yaitu berupa tanah dan bangunan karena 
tanah dan bangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, 
maka apabila bank akan menerima tanah sebagai jaminan kredit, benda-benda 
yang ada diatas tanah tersebut harus diminta juga sebagai jaminan kredit, 
benda-benda tersebut biasanya adalah bangunan, baik rumah maupun kantor 
yang digunakan oleh perusahan-perusahaan yang dibiayai.
2
 
Seorang nasabah dikatakan lalai apabila nasabah tidak memenuhi janjinya 
atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat 
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dipersalahkan kepadanya. kelalaian seorang nasabah dapat berupa empat 
macam, yaitu nasabah tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukannya, nasabah melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 
sebagaimana dijanjikan, nasabah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi 




Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, untuk 
menjelaskan proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan 
jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Danamon Tbk. DSP Cabang 
Tanjungpandan dan kedua, untuk menjelaskan hambatan yang dialami oleh 
PT. Bank Danamon Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan dalam proses 
penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak 
Tanggungan dan bagaimana cara penyelesaiannya. 
Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menjelaskan dan menganalisis 
proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak 
Tanggungan di PT. Bank Danamon Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan. dan 
kedua, untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh PT. Bank Danamon 
Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan dalam proses penyelesaian wanprestasi 
dlam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan bagaimana cara 
penyelesaiannya. 
Manfaat penelitian ini adalah pertama, melalui penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pengembangan wawasan 
dan kajian lebih lanjut bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum 
                                                             






khususnya pada ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan proses 
penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak 
Tanggungan. kedua, memberikan informasi tentang penyelesaian wanprestasi 
dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank 
Danamon Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan dan hambatan atau problematika 
yang timbul dalam proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit 
dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Danamon Tbk. DSP Cabang 
Tanjungpandan apabila terjadi perselisihan. ketiga, Untuk memberikan 
tambahan informasi dan referensi maupun literatur yang bermanfaat bagi 
penulisan hukum selanjutnya guna pengembangan ilmu hukum. 
Kelalaian seorang nasabah diatur di dalam Pasal 1238 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa: 
“Siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan 
akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, 
ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai 
dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. 
 
Menurut Subekti, kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa 
empat macam, yaitu; (1) nasabah tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukannya, (2) nasabah melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 
sebagaimana dijanjikan, (3) nasabah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi 




Terdapat dua cara untuk menentukan bahwa debitur telah lalai, yaitu; (a) 
Dinyatakan lalai berdasarkan surat perintah/akta sejenis, yang dimaksud surat 
                                                             





perintah adalah suatu peringatan resmi dari juru sita pengadilan. Sedangkan 
akta sejenis merupakan suatu peringatan tertulis, namun pada saat ini sudah 
lazim suatu peringatan/teguran dilakukan secaara lisan, asalkan cukup tegas 
menyatakan desakan kreditor supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau 
dalam waktu yang sangat singkat, (b) Dinyatakan lalai berdasarkan ketentuan 
batas waktu yang terdapat dalam perjanjian, penentuan batas waktu ini 
didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam 




Bagi nasabah yang telah dinyatakan lalai maka akan dikenakan sanksi 
yaitu berupa penggantian biaya ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata mengenai sanksi wanprestasi yang 
menyatakan  
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau 
jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat  
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 
dilampaukannya” 
 
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk 
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih 
dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap 
data primer dilapangan-lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
jenis penelitiaan yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah 
                                                             





penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 
dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek 
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Metode 
Analisis data yang gunakan adalah analisis data secara kualitatif. Pendekatan 
kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, 
yaitu apa yang  dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan 
perilaku nyata. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan 
Hak Tanggungan di PT. Bank Danamon Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan  
Untuk menentukan nasabah telah dinyatakan lalai apabila nasabah telah 
melewati batas jatuh tempo pembayaran kredit, dan telah mendapatkan surat 
teguran atau surat peringatan tertulis sehingga debitur dinyatakan lalai. 
6
 Kelalaian 
seorang nasabah dapat berupa empat macam, yaitu; (1) nasabah tidak melakukan 
apa yang harus dilakukannya, (2) nasabah melaksanakan apa yang dijanjikan, 
tetapi tidak sebagaimana dijanjikan pada saat di awal, (3) nasabah melakukan apa 
yang dijanjikannya tetapi terlambat, (4) nasabah melakukan sesuatu yang tidak 
boleh dilakukannya dalam perjanjian.
7
 
Alasan nasabah lalai dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu; (a) Kondisi 
ekonomi nasabah yang tidak stabil yang menyebabkan usaha nasabah sudah tidak 
berjalan lagi, (b) Sejak awal nasabah mempunyai tujuan yang kurang baik, (c) 
Dana kredit yang disalahgunakan oleh nasabah.
8
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kelalaian seorang nasabah telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 
Subekti bahwa kelalaian atau kealpaan seorang nasabah dapat berupa empat 
macam, yaitu; (1) nasabah tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukannya, (2) nasabah melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 
sebagaimana dijanjikan, (3) nasabah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi 
terlambat, (4) nasabah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya. Serta nasabah dinyatakan lalai di PT. Bank Danamon Tbk. DSP 
Cabang Tanjungpandan telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Subekti, 
bahwa terdapat dua cara untuk menentukan nasabah telah lalai, yaitu; (a) 
Dinyatakan lalai berdasarkan surat perintah/akta sejenis, (b) Dinyatakan lalai 
berdasarkan ketentuan batas waktu yang terdapat dalam perjanjian, dan sesuai 
dengan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  
Bagi nasabah yang telah dinyatakan lalai maka akan dikenakan sanksi yaitu 
berupa penggantian biaya ganti rugi yang diatur dalam Pasal 2 angka 20 Akta 
Pemberian Hak Tanggungan PT. Bank Danamon Tbk. DSP Cabang 
Tanjungpandan yang telah sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata mengenai sanksi. 
Proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit 
dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Danamon Tbk. DSP Cabang 
Tanjungpandan, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak bank selaku 
yaitu akan melakukan upaya Preventif dan upaya Represif.  
Upaya preventif bertujuan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, pada 
tahap ini pihak bank akan melakukan penilaian dengan seksama terhadap berbagai 





credit analysis atau prinsip 5 C’s yang terdiri atas Account Officer (AO), Analisis 
Kredit, Collateral/Appraisal, Legal Officer. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah 
yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Perbankan dan sesuai dengan teori 
yang dikemukan oleh Sutomo, prinsip 5 C’s ini terdiri atas penilaian watak, 
penilaian kemampuan, penilaian terhadap modal, penilaian terhadap agunan dan 
penilaian terhadap prospek usaha nasabah.
9
 
Upaya Represif bertujuan untuk melakukan penyelamatan kredit. 
Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelamatan kredit bermasalah 
melalui perundingan kekeluargaan antara pihak bank dan nasabah, sehingga pada 
tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena 
debitur masih kooperatif. Penyelesaian kredit melalui tahap ini dinamakan 
penyelesaian melalui restrukturisasi kredit, langkah penyelesaian melalui 
restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat yang paling utama yaitu adanya 
kemauan dan itikad baik dari nasabah dan bersedia mengikuti syarat-syarat yang 
ditentukan oleh pihak bank karena pada penyelesaian melalui restrukturisasi 
kredit pihak bank banyak melakukan negoisasi dan solusi untuk menentukan 
syarat dan ketentuan restrukturisasi. Langkah-langkah restrukturisasi kredit, 
yaitu; (1) Rescheduling (Penjadwalan kembali), (2) Restructuring (Penataan 
Kembali), (3) Reconditioning (Persyaratan Kembali). 
Apabila upaya Preventif dan Represif tidak bisa diterapkan maka tahap 
selanjutnya yaitu pihak bank akan melakukan tindakan-tindakan, meliputi; (1) 
surat peringatan, (2) Surat Somasi, (3) Eksekusi. Setelah melalui proses diatas 
                                                             






maka proses selanjutnya yaitu proses eksekusi Hak Tanggungan yang telah diatur 
dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 
Beberapa eksekusi Hak Tanggungan yang terdapat pada PT. Bank Danamon 
Indonesia Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan, yaitu; (a) Eksekusi dengan menjual 
dibawah tangan secara langsung, (b) Eksekusi Melalui Pengadilan Negeri, (c) 
Eksekusi Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).  
Hambatan Yang Dialami Oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP 
Cabang Tanjungpandan dalam Proses Penyelesaian Wanprestasi dalam 
Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan dan Cara 
Penyelesaiannya 
Hambatan yang dialami oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP 
Cabang Tanjungpandan dalam melakukan proses penyelesaian wanprestasi dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan cara penyelesaiannya, 
antara lain; (1) nasabah susah untuk ditemui, (2) ketidaksesuaian mengenai 
pendapat harga lelang antara debitur dengan Pejabat Lelang. (3) nasabah pindah 
domisili, 4) nasabah tidak mau mengosongkan obyek jaminan Hak Tanggungan.10  
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka pihak PT. Bank 
Danamon Indonesia Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan akan melakukan upaya-
upaya sebagai berikut; (1) PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Cabang 
Tanjungpandan akan melakukan pemeriksaan (audit) secara berkala terhadap 
buku-buku, catatan-catatan dan administrasi nasabah serta memeriksa keadaan 
barang jaminan, (2) PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Cabang 
Tanjungpandan meminta segala dokumen dan atau informasi/keterangan/data-data 
secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta sesuai dengan keadaan sebenarnya 
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mengenai keadaan keuangan nasabah, (3) PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 
DSP Cabang Tanjungpandan mengambil tindakan pengamanan kredit dengan 
tujuan untuk memperkecil resiko yang akan timbul dalam pemberian kredit, (4) 
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan memeriksa 
secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap nasabah dan obyek hak 
tanggungan yang dijaminkan, (5) PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP 
Cabang Tanjungpandan memberikan penjelasan kepada debitur yang ingkar janji 






Pertama, Proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian 
kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Danamon Tbk. DSP Cabang 
Tanjungpandan, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak bank yaitu 
pihak bank akan melakukan upaya Preventif dan upaya Represif Apabila upaya 
Preventif dan Represif tidak bisa diterapkan maka tahap selanjutnya yaitu pihak 
bank akan melakukan tindakan-tindakan, meliputi; (1) surat peringatan, (2) Surat 
Somasi, (3) Eksekusi. Setelah melalui proses diatas maka proses selanjutnya yaitu 
proses eksekusi Hak Tanggungan, Beberapa eksekusi Hak Tanggungan yang 
terdapat pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan, 
yaitu; (a) Eksekusi dengan menjual dibawah tangan secara langsung, (b) Eksekusi 
Melalui Pengadilan Negeri, (c) Eksekusi Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL).  
                                                             





Kedua, Hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian wanprestasi 
dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Danamon 
Indonesia Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu; 
(1) hambatan yuridis, karena deditur tidak mau mengosongkan obyek jaminan 
Hak Tanggungan yang dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan seperti 
yang telah ditentukan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan, (2) hambatan non yuridis, yaitu mengenai debitur 
susah untuk ditemui, ketidaksesuaian mengenai pendapat harga lelang antara 
debitur dengan pejabat lelang, dan debitur pindah domisili. 
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka pihak bank akan 
melakukan upaya-upaya sebagai berikut; (1) PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 
DSP Cabang Tanjungpandan akan melakukan pemeriksaan (audit) secara berkala 
terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi nasabah serta memeriksa 
keadaan barang jaminan, (2) PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Cabang 
Tanjungpandan meminta segala dokumen dan atau informasi/keterangan/data-data 
secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta sesuai dengan keadaan sebenarnya 
mengenai keadaan keuangan nasabah, (3) PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 
DSP Cabang Tanjungpandan mengambil tindakan pengamanan kredit dengan 
tujuan untuk memperkecil resiko yang akan timbul dalam pemberian kredit, (4) 
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Cabang Tanjungpandan memeriksa 
secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap nasabah dan obyek hak 
tanggungan yang dijaminkan, (5) PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP 
Cabang Tanjungpandan memberikan penjelasan kepada debitur yang ingkar janji 






Pertama, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Cabang 
Tanjungpandan, untuk menghindari terjadinya debitur wanprestasi dalam 
pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan sebaiknya pihak bank tetap 
harus melakukan penilaian dengan seksama kepada calon debitur  dengan 
menerapkan prinsip 5 C’s yang terdiri atas penilaian watak, kemampuan, 
penilaian terhadap modal, penilaian terhadap agunan dan penilaian terhadap 
prospek usaha debitur. 
Kedua, Kepada debitur, hendaknya dalam penggunaan pinjaman kredit 
agar menghindari kebutuhan konsumtif atau kebutuhan pribadi karena hal tersebut 
akan mempengaruhi pengembalian pinjaman kredit tersebut. Sebaiknya, pinjaman 
kredit tersebut lebih diutamakan untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha 
dan pengembangan usaha yang nantinya laba dari usaha tersebut bisa digunakan 
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